
Nomor ~~ Tahun 211, 

Tanggal 31 PTeaier 211, 

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

TENT ANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

Nomor 94 Nomor ... 9.4 Tahun 211, 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

I, 



bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas 
unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di 
lingkungan Badan Penelitian dan Pengambangan Daerah 
Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur Jawa Barat; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang­ 
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5494); 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

TENT ANG 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 94 ! .l JIU • 211, 

GUBERNUR JAWA BARAT 



PERATURAN GUSERNUR TENTANG TUGAS POKOK, 
FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, RINCIAN TUGAS UNIT 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SADAN DI 
LINGKUNGAN SADAN PENELITIAN DAN PENGEMSANGAN 
DAERAH PROVINS! JAWA SARAT. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 169), 

9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 84 
Tahun 2016 tentang Pembentukaan dan Susunan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 
84 Seri D); 

Menetapkan 



. . 
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

12. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau 
produk hukum daerah yang memuat pedoman atau 
petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, 
program, kegiatan, atau pekerjaan. 

13. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga 
menetapkan suatu rumusan kebijakan. 

14. Pengkajian adalah proses menelaah, meriganalisis. 
mernberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan 
rurrrusan kebijakan 

15. Penyusunan adalah proses menghimpun dan rnengolah 
bahan-bahan rumusan kebijakan. 

16. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau 
pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi­ 
fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar 
unit/ sub unit. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
5. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Jawa Barat. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dc111 

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat 

UPTB, adalah unsur pelaksana teknis pada Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha 
pada Balai di lingkungan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

10. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi .Jawa 
Barat. 



1 7. Pelaksanaan adalah proses, _ cara, perbuatan 
melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis 
operasional. 

18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk secara 
perorangan maupun kelompok/organisasi/insu:rns1 
atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan ad m in is tra u! 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

19. Pelayar..an Administrasi adalah pelayanan yang bersifat 
ketatausahaan. 

'.20. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta 
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan 
antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai 
tujuan organisasi secara efisien. 

21. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan 
bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara efisien dan efektif untuk mernperoleh 
hasil yang le bih baik. 

22. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja , 
melakukan tindakan korektif dan mernastikan bahwa 
tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. 

23. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengarnati, 
mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatai 
hasilnya untuk bahan evaluasi. 

24. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan 
antara hasil implernentasi dengan kriteria dan standar 
yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat 
ke berhasilannya. 

25. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil 
pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode 
tertentu. 

26. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kernuda han 
dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapai 
melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang 
sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

27. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, 
misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai 
tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program 
dan kegiatan. 

28. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah 
dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang 
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah Dae rah 
Provinsi maupun yang- ditempuh dengan me ndorong 
partisipasi masyarakat. 



BAB II 
BALAI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITJAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERi\H 
Pasal 2 

Balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah, terdiri dari Balai Agro Teknologi. 

29. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT 
adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari 
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 
rencana strategis yang akandilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan tahunan. 

30. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangku tan 
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran 
yang disediakan kepada pengguna anggaran yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

32. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran 
yang disediakan kepada pengguna anggaran yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

33. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah 
suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan 
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan 
pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

34. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja 
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu 
instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis 
instansi. 

35. Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya 
disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi 
penyelenggaraan pemerintahar.. Daerah Provinsi selama 1 
(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang 
disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD. 

36. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat LPPD 'adalah laporan atas 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh 
Gubernur kepada Pemerintah Pusat. 



o 

BAB III 
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN 

TATA KERJA 
Bagian Kesatu 

Balai Agro Teknologi 
Paragraf 1 

Umum 
Pasal 3 

(1) Balai Agro Teknologi mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di 
bidang pengembangan agro teknologi, meliputi 
pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 
terpadu, pengembangan peternakan dan perikanan 
terpadu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Balai Agro Teknologi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), UPTB Balai Agro Teknologi 
mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

pengembangan agro teknologi; 
b. penyelenggaraan pengembangan agro teknologi 

meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan 
kehutanan terpadu serta pengembangan peternakan 
dan perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai Agro 
Teknologi; clan 

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Balai Agro Teknologi: 
a. menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja 

Balai Agro Teknologi; 
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis 

agro teknologi - meliputi pengembangan pertanian, 
perkebunan, dan ke Agro Teknologihutanan terpadu 
serta pengembangan peternakan dan . perikanan 
terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. menyelenggarakan koordinasi, .pembinaan , 
pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi agro teknologi, meliputi pengembangan 
pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta 
pengembangan peternakan dan perikanan terpaclu 
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk tekrus 
penyelenggaraan pengembangan agro teknologi; 

e. menyelenggarakan pengembangan pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan terpadu berbasis ilrnu 
pengetahuan dan teknologi; 



(2) Dalam menyelenggarakan :.ug&~: ::.ukok sebagairr.ana 
dimaksud pada ayat :,1), Kepala.Balai mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pengkajian dan perurnusan ba ha n 

kebijakan tekr is pengernbangan agro teknologi: 

Paragraf 2 
Kepala Balai 

Pasal4 
(1) Kepala Balai Agro Teknologi mernpunyai ·tugas pokok 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, 
memimpin penyelenggaraan pengembangan agro teknologi, 
meliputi pengernbangan perranian, perkebunan, dan 
kehutanan terpadu serta pengernbangan peternakan dan 
perikanan terpadu berbasis ilrnu pengetahuan dan 
teknologi. 

J. menyelenggarakan pengkaj ian bahan saran 
pertimbangan mengenai · pengembangan agro teknologi 
sebagai bahan penetapan kebijakan Pcmerintah 
Daerah; 

k. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Balai Agro Teknologi; 

1. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro 
teknologi; 

m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro 
Teknologi; dan 

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

(4) Susunan Organisasi Balai Agro Teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan 
Kehutanan Terpadu; 

d. Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikanan 
Terpadu; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Agro Balai ketatausahaan h. menyelenggarakan 
Teknologi; 

1. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan lingkup Balai Agro Teknologi; 

pengembangan peternakan dan 
berbasis ilmu pengetahuan dan 

menyelenggarakan 
perikanan terpadu 
teknologi; 

g. menyelenggarakan telaahan staf se bagai bah an 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

f. 



ParagrafS 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 
(1) Subbagian Tata Usaha .mempunyai . tugas· pokok 

melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi 
menyusun banan kebijakan teknis, bahan koordinasi, 
pernbinaan, meiaksanakan pengelolaan dan pengendalian 
aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dau 
kehumasan, serta penyusunan rencana program .' · 

menyelenggarakan koordinasi, 
pengendalian pelaksar.aan tugas 
Balai Agro Teicnclogi; 

g. menyeienggara.kan pengkajian bahan saran 
pertimbangan rnengenai bidang pengembangan agro 
teknologi · sebagai · bahan penetapan kebijakan 
Pemerintah Daerah; 

h. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Balai Agro Teknologi; 

1. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai Agro 
Teknologi; d~n . 

J. rnenyelenggarakan rugas lain 'sesuai . derigan t uga-s 
pokok dan fuugsinya. 

pernbinaan, dan 
pokok t.18.!1 fungsi 

f. 

.. . 
e. menyelenggarakan telaahan staf .. sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan 
fungsi pengernbangan . ag:ro teknologi, meliputi 
pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 
terpadu serta pengembangan peternakan dan 
perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai Agro 
Teknologi; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala Balai Agro Teknologi: 
a. menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja 

Balai; 
b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan 

kebijakan teknis di bidang pengernbangan agro 
teknologi; 

c. menyelenggarakan koordinasi,· membina, 
mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas 
pokok dan_fungsi Balai Agro Teknologi; 

d. menyelenggarakan sebagian tugas kegiatan teknis 
penunjang urusai."'1 · Pemerintahan di bidang 
pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan 
pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu serta 
pengembangan peternakan dan perikanan terpadu 
berbasis ilmu 'pengetahuan dan teknologi; 

; . "·, 



- ........... 
(1) Seksi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, · da n 

Kehutanan - Terpadii rnernpunyai tugas pokok 
melaksanakan pengen~b;.'1:1g~n pertanian, perkebunan, dan 
kehutanan terpadu, mcliputi uji coba lapangan hasu 
penelitian yang siap uncuk di]~em11bt1fkn;J di masvarakar, 
fasilitasi paket teknologi i_ep·.3.t guua e--rta kelayakan social 
dan ekcnomi lingkup perranian, pcrkebur.an, dan 
kehutanan. 

Paragraf 4 
Seksi Pengembangari Pertanian, Perkebunan, dan 

Kehutanan Terpadu · 
Pasal 6 

g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 
kearsipan; · · · 

h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut 
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha; 

, . 
1. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, 

rekornendasi dan menyelenggarakan peman tauan 
terhadap perrnohonan darr realisasi bantuan keuangan 
dan hlbab./bantuan . sosial di bidang pengembangan 
agro t~knolvg_j; 

J· rnelaksanakan .penyampaian . bahan saran 
pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai 
bahan perurnusarr kebijakan Pernerintah Daerah ; 

k. melaksanakan pengendalian kegiatan 8ubbagian Tat:i 
Usaha; 

1 melaksanakan teiaahan staf sebagai bahan 
pertimbar..gan pengambilan kebijakan; 

. . . 
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagiar. Tata 

Usaha; dan. 
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 

dan funasinva. .. - _.., 

e. rnelaksanakan penatausahaan keuangan; 
f. melaksand~an pengelolaan umurn dan pcrlengkapan: 

b. pelaksanaan ketatausahaar.; 
c. pelaksanaan evaluasi can pelaporan tata usaha; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan 
Subbagian Tata Usaha; 

b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Tata Usaha; 

c. melaksanakan pengelolaan kehurnasan; 
d. melaksanakan pengelolaari 'adminis trasi kepegawaian: 

sebagaimana 
Tata Usaha 

Dalam menyelenggarakan · tugas pokok 
dimaksud pada ·ayat (1), . Subba~ian 
rriempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi,penyusunan dan menghimpun 

bahan kebijakan teknis ketatausahaan; 

(2) 



k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

dan 

lanjut 
Seksi 

g. melaksanakan penyusunan bahan tindak 
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup 
Pengembangan Pertanian, Perkebunan, 
Kehutanan Terpadu; 

h. melaksanakan penyampaian bahan saran 
pertimbangan mengenai pengembangan pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan terpadu; 

1. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Seksi Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu; 

J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi 
Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan 
Kehutanan Terpadu; dan 

Seksi 
dan 

program kerja 
Perkebunan, 

a. melaksanakan penyusunan 
Pengembangan Pertanian, 
Kehutanan Terpadu; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 
terpadu; 

c. melaksanakan uji coba lapangan hasil penelitian yang 
siap untuk dikembangkan di rriasyarakat lingkup 
pertanian, perkebunan, dan kehutanan berbasis ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

d. melaksanakan pengelolaan paket teknologi tepat guna 
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e. melaksanakan pengelolaan kelayakan sosial dan 
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 

f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 

Pertanian, 

dengan tugas pokok 

pelaporan Seksi 
Perkebunan, dan 

c. pelaksanaan evaluasi dan 
Pengem bang an Pertanian, 
Kehutanan Terpadu; dan 

d. pelaksanaan tugas lain sesuai 
dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Seksi Pengembangan 
Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu: 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan, dan Kehutanan Terpadu mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program kerja 

pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 
terpadu; 

b. pelaksanaan pengembangan pertanian, perkebunan, 
dan kehutanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan 
dan teknologi; 



•. c. 

. . . 
L melaksanakan f.1engr.:!1d:tli?-n pelaksanaan tugas pokok 

dan f"u1..,~t.:;,: Q,,.k·-·1'. Do .. ,ye'""'b,.:r.:g· an Pcternakan dan 
(.A. J.).;,t.7J ~:-:-- ..... ·--. 

0.&. 
,.,.,1_.,t, -Ll .~ ... J.-~ \.:; • .,,, J.Lf..l Cl cs.s 

Perikanan Terpad ti; ' 

i· .... 

e. 

a. melakeanakan pcnyusurian program kerja Se ksi 
Pengernbangan Perernakar. dan Perikanan Terpadu: 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan te k nis 
pengembangan peternakan dan perikanan terpadu; 

c. melaksanakan uji coba lapangan hasil peneliti.an yang 
siap untuk dikernbangkan di masyarakat lingkup 
peternakan d.an perikanan berbasis ilrnu pengetahuan 
d~n teknologi; · · 

d, melaksanakan pengelolaan paket teknolagi tepat guna 
berbasis Ilrm 1 pengetahuan dan teknologi; 
melaksanakan pengelolaan kelayakan sosial dan 
ekonomi berhasis ilmu peugetahuan dan teknoiogi: - . .. . . . . - 
melaksanakan telaahar, staf sehagai bahan 
pertimbangan peuga-nbilau kebijakan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan tinda k IR nJ u 1 

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sck<-,1 
Pengem bangan Peternakan dan Perikanan Terpad u; 

h. melaksanakan pcnyuaunan bahan saran pertimbar.gan 
mengenai uJ~ coba lapang-m hasil penelitian yang siap 
untuk dikernbangkan _ di -I!lasyarakat lingkup 
peternakan dan ·pc-rF~3.n,:u1. sebagai bahan penetapan 
kebijakan 'Pemerintan De.e:!:2...11.; 

Paragraf 5 
Seksi Pengembangan Peternakan dan Perikarian Terpadu 

Pasal 7 
(1) Seksi Pengembangan Petemakan dan Perikanan Terpadu 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan 
peternakan dan perikanan terpadu meliputi kegiatan uji 
coba lapangan hasil penelitian yang siap untuk 
dikembangkan di masyarakat, paket teknclogi tepat guna 
serta kelayakan sosial dan ekonomi lingkup peternakan 
dan perikanan. 

(2) Dalam menyelenggarakan . tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengernbangan Peternakan 
dan Perikanan Terpadu mernpunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan bahan pro gm m 

pengernbangan peternakan dan perikanan terpad u; 
b. pelaksanaan pengembangan peternakan dan 

perikanan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

c. pelaksanaan evaluasi . dan .. . pelaporan Seksi 
Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu; 
dan 

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai derigan tugas pokok 
dan fungsinya, 

(3) Rincian tugas Seksi Pengernbangan Peternakan dan 
Perikanan Teroadu: - . - 



BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal9 
( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala 

Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing­ 
masing maupun an tar satuan orgarusasi di 
lingkunganBalai, serta instansi lain di luar Balai sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing. 

(2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan 
ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan se bagian tugas Pemerin tah Daerah Provinsi 
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan beban kerja. 

(6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, 
diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian 
dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, 
gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan. 

(8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan 
Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Badan, meliputi 
rencana penugasan dan pengukuran kerja. 

J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi 
Pengembangan Peternakan dan Perikanan Terpadu; 
dan 

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

. . 
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Pcraturan Gubernur mi rnulai beriaku pada tanggai 
d; .. .ndangkan. 

Pasal i l 

Dengan berlakunva Peraturan Gu bern u r- ini, ma ka Pe ra tu ran 
Gubernur Jawa Barat Nornor -~4 Tairun 20 L 2 · tcntang Bao.-111 
Perigelola Agribisnis 'Cikadu Cianjur [Berita Daerah Tah un 2l• l J 
Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

~f' 'C· ... r --·. \.~ . 

orgarusasi dibawahnya 
dengan :,.ri:t kcrja tcrkait 

Kepala Balai . dan . uni t 
menyelenggarakan koordlnasi 
~esuai dengan kebutuhan., 

(8) 

{5j f;~.:.tiap laporaz. yaug dite-rima oleh Kcpala Balai dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan !aporan lebih lanjut. 

{G) Dalarn penyampaian laporan kepada atasan, tern busa: 1 

laporan wajib disampailran kepada satuan organisasi lain 
yang secara fungsional mernpunyai hu bungan kerja 

(7) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Balai dan uni L 

organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala 
~alam rangka pemberianbimbingan kepada bawahan. 

Kepala Balai ,-,:ajil;> -r.1~;i1;:~~ :~fi .. d?.0: ~;~via,t1..i):1i petunjuk clan 
bertanggi .. ng }=n~·:--_b - ~r ~:-:"'-. "atasan, "serta menyampaikan 
: ,._;-.--·;·an berk . · ~, ·~"',~-- --- . .,.,.,·,:-· .. waktu ).t.,;·#·-1, •_..! t')..-::.h.·- •.•- ,..<t,,.-,.L\..(.. '"'""[·h:;A\,. . ... '--• 
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